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ABSTRACT



Crime can be understood as a violation of the law, whether civil or criminal law,
depending on the type of action taken. This distinction is based on the type of
violation that occurs and how the violation relates to the applicable regulations. If
an action violates regulations that govern the rights and obligations of individuals
in society, then the action is considered a civil law violation. Civil law functions to
regulate relationships between individuals and legal entities, including rights,
ownership, and other related matters. An example of a civil law violation is a breach
of contract, where someone violates an agreement regarding debts, cooperation, or
inheritance issues.

Research methods are systematic procedures used to seek truth in scientific work.
The goal is to produce a high-quality dissertation that meets established research
standards. This method involves various important stages, such as collecting
relevant data and the techniques used in that process.

Article 48 of the Criminal Code (KUHP) provides the legal basis for self-defense
in situations of necessity, and is reinforced by Article 49 of the Criminal Code,
which states that actions taken to protect life, property, and honor cannot be
considered criminal offenses. This article also aims to encourage the public to
defend themselves from attacks or threats. However, in practice, there are still cases
where victims who Kkill perpetrators are still considered suspects in criminal
offenses. Therefore, it is important to study self-defense law to avoid its misuse to
justify criminal acts.

Self-defense that exceeds the limit is actually not allowed because it is considered
aviolation of the law, even though Article 49, paragraph 2 states that such violations
will not be punished. In other words, although the action is considered illegal, the
perpetrator will not face legal penalties. The author suggests that the public
understand that self-defense in emergencies, such as protecting life, property, and
honor, is allowed and not considered a criminal offense. However, the public must
also understand the criteria for legitimate self-defense so that criminal acts are not
easily justified as self-defense. Authorities also need to be careful in determining
whether an action is legitimate self-defense or not, to ensure fair law enforcement
and create peace in society.

Keywords : law, crime, self-defense






RINGKASAN

Kejahatan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, baik itu hukum
perdata maupun pidana, tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Perbedaan
ini terletak pada jenis pelanggaran yang terjadi dan bagaimana pelanggaran tersebut
berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Jika suatu tindakan melanggar peraturan
yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, maka tindakan
tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata. Hukum perdata berfungsi
mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, termasuk hak, kepemilikan,
dan hal-hal lainnya. Contoh pelanggaran hukum perdata adalah wanprestasi, di
mana seseorang melanggar perjanjian dalam hal utang, kerjasama, atau masalah
warisan.

Metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan untuk mencari
kebenaran dalam karya ilmiah. Tujuannya adalah menghasilkan disertasi yang
berkualitas, sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan. Metode ini
mencakup berbagai tahapan penting, seperti pengumpulan data yang relevan dan
teknik yang digunakan dalam proses tersebut.

Pasal 48 KUHP mengatur dasar hukum untuk pembelaan diri dalam keadaan
terpaksa, dan diperkuat oleh Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan
untuk mempertahankan nyawa, harta, dan harga diri tidak dapat dianggap sebagai
tindak pidana. Pasal ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berani
membela diri dari serangan atau ancaman. Namun, dalam praktiknya, masih ada
kasus di mana korban yang membunuh pelaku tetap dianggap sebagai tersangka
tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari hukum pembelaan diri
agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kriminal.

Pembelaan diri yang melebihi batas sebenarnya tidak diperbolehkan karena
dianggap melanggar hukum, meskipun Pasal 49 ayat 2 menetapkan bahwa
pelanggaran tersebut tidak akan dikenakan hukuman. Dengan kata lain, meskipun
tindakan tersebut dianggap tidak sah, pelaku tidak akan dijatuhi hukuman.Penulis
menyarankan agar masyarakat memahami bahwa pembelaan diri dalam keadaan
darurat, seperti melindungi nyawa, harta, dan kehormatan, diperbolehkan dan tidak
dianggap sebagai tindak pidana. Namun, masyarakat juga harus memahami kriteria
pembelaan diri yang sah agar tidak sembarangan mengklaim tindakan pidana
sebagai pembelaan diri. Pihak berwenang juga perlu teliti dalam menentukan
apakah suatu tindakan merupakan pembelaan diri yang sah atau bukan, untuk
memastikan penegakan hukum yang adil dan menciptakan ketenangan dalam
masyarakat.

Kata kunci : hukum, kejahatan, pembelaan diri
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